
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUu\WESI SEu\TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR S'G TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 
PEMERINTAH DAERAH DAI.AM PELAKSANAAN ANOGARAN PENDAPATAN 

DAN BEi.ANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRANO, 
bahwa untuk meJaksanakan ketentuan Pasa.l 44 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggacan 
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mcnetaplcan 
Pemturan Bupati tentang Tata cara Penggunaan clan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
I. PasaJ 18 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat Tl di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambe.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebaga.imana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1 



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Nepra 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 

4. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknia Pcnggunaan Kwtu Krcd1t 

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lemberan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582; 

MEMUnJSKAN: 

Menctapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN 

DAN PENYELENOARAAN KARTIJ KREDIT PEMERINTAH 

DAERAH DAL.AM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BEL.ANJA DAERAH. 

BAB! 
KETENlUAN UMUM 

Pa,al I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati scbagai unsur pcnyelcnggaraan 

Pcmcrintahan Dacrah yang memirnpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rcncana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Pcraturan Daerah. 
5. Kartu Kredit adalah kartu kredi.t sebagaimana diatur dalam ketentuan 

pcraturan pcrundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem 

pcmbayaran. 
6. Kartu Krcdit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD 

adalah Kartu Krcdit yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atee belanja yang dibebankan pada APBD, setelah 

kewajiban pcmbayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit 

Kartu Kredit sesual dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati 

dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melalcukan pelunasan' 



kewajiba.n pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan 

pembayarnn secara sekaligua. 
7. Pcmegang Kartu Kred.it Pemeriotah Daerah yang selanjutoya disebut 

Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawei yang berstatus 

pcgawai negeri sipil daerah uotuk meia.kukan tranaa.kai pembayarao 

deogan. KKPD berdaaarkan penetapa.n pcngguna 11.flggatan, 

8. Administnuor Kartu Kred.it Pemeriotah Daemh yang sclanjutnya disebut 
Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pcgawai di lingkungan 

satuan kerja perangkat daerah yang ber11tatu11 sebagai pegawai negeri 

sipil daerah yang d.itugaskan kepala daemh melaksanakan admini11trasi 

penggunaan KKPD. 
9. Pelaksana Kuasa Penggu.na Kartu KTedit Pcmeriotah Daerah yang 

selanjutnya d.isebut Pclaksana Kuasa Pengguna KXPD aclalah pejabat 

dan/atau pcgawai negeri sipil daerah yang d.iberikan kuasa oleh 

Pcmegang KKPD sebagai pengguna KKPD. 
IO. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya d.isingkat SKPD ada]ah 

unsur perangkat daere.h pada Pcmerintah Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah. 
11. Pcngguna Anggan,.n yang ac:Ianjutnya clisingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan pcnggunaan anggaran untuk melak.sanakan 

tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
12. Kuasa Pcnggu.na Anggaran yilng selaqjutnya d.isingkat KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa uotuk melaksanakan scbagian kewenangan 
PA dalam melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD. 

13. Pejabat Pcngclola Keuangan Daerah yang sclanjutnya d.isingkat pPK0 

adalah kepala satuan kerja pcngclo]a keuangan daerah yang mempunyai 

tugae melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 
14. Bendahara Umum Daerah yang selanJutnya dieingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitaa sebagai BUD. 
15. Kuasa Bendaham Umum Daerah yang sclanjutnya disebut Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa uotuk melaksanakan tugas BUD. 

16. Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daer-ah yang 

sclanjutnya disingkat PPK·SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
17. Pejabet Pelaksana Tekni11 Kegiatan yang selanjutnya d.isingkat PPrK 

adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanak.an l (satu) atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dcngan bidang tugasnya. 



18. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membe.yarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya d.isingkat BPP 

adalah pejaba.t yang ditunjuk menerima, menyimpan, memba.yarkan, 

menatausahaka.n, clan mempertanggungjawabkan uang untuk kepcrluan 

belanja daerah dolam rangka pelaksanaan APBD pado unit SKPD. 
20. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang aelanjutnya disebut 

Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat 

pembayaran berupa Kartu Krcdit, yang dapat dilakukan sendlli atau 

mela1ui kerja fllllna dengan bank lain. 
21. Uang Pcnicdiaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 

kerja dalam jumla.h tertentu yang d.iberikan kcpada BP untuk membiayai 

kegiatan eperaeicnal pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mung.k.in dilakukan 

mela1ui mekanisme pemba.yaran langsung. 
22. Uang Persediaan Tunai yang selanjutnya disebut UP Tunai adalah UP 

yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer 

rekening kaa umum daerah kc rekening BP. 
23. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

diaingk:at UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk bata.san 

belartja lucdit kepe.da BP atau BPP yang penggunaannya dilalrukan 

dengan KKPD. 
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja aetiap SKPD yang 

digunakan aebagai dasar pclaksanaan oleh PA. 
25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang aelanjutnya disingkat 

SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat 

perintah pencainm dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

dipergunakan sebagai UP untuk mendanru sub kegiatan. 
26. Surat Perintah Membe.yar Oanti Uang Peraediaan yang selanjutnya 

d.isingkat SPM OU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 
27. Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah 

nomor idcntifikaai pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan 
Kartu Kredit. yang menJpakan suatu kombinasi angk.a yang dibuat oleh l 



komputcr scbagai kodc sandi khusus untuk kcamanan dan kcmudahan 

Pcmcgang KKPD dalam mclakukan transaksi. 
28. Nota Pencairan Dana Kartu Krcdit Pcmcrintah Dacrah yang 

sclanjutnya disingkat denga.n NPD KKPD adalah surat persctujuan 

PA/KPA untuk pcmbayaran bcJanja mcnggunakan UP KKPD yang 

diajukan olch PPTK. 
29. Satuan Kerja Pcrangkat Keuangan Dacrah yang sclanjutnya disingkal 

SK.PKO adalah unsur pcnunjang urusan pcmerintahan pada pcmerintah 

daerah yang mclaksanakan pcngclo\aan keuangan dacrah. 

BAB JI 
PENGOUNAAN KKPD 

Pa,al 2 

(I) KKPD digunakan untuk pcnyelesaian tagihan kepada Pcmerintah Daerah. 

(2) Pcnyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa 

pcnyelesaian melalui mekanisme UP bcrupa: 
a. tagihan bclanja barang dan jasa; dan 

b. belanja modal. 
(3) Pcnggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dile.kukan 

dcngan mempcrhatikan: 
a. kemudahan pcnggunaan atau fleksibilitas kartu dcngan jangkauan 

pcmakaian yang lebih luas; 
b. transa.ksi dapat dilakukan di seluruh pcnyedia ba.rang/jasa yang 

menerima pcmbayaran secara elektronik melalui mcsin elecboilic data 

capture a tau media dalam jaringan; 
e. keamanan da\am bcrtransakai dan menghindari terjadinya 

pcnyimpangan a tau fraud; 
d. efektivitas dalam pcngurangan UP yang mcnganggur atau idle cash; 

e. cfisiensi biaya adminiatraai transakai Pcmcnntah Daerah dari 

pcnggunaan UP; dan 
r. akuntabilitas pcmbayaran tagihan daerah dan pembcbanan biaya 

pcnggunaan UP KKPD. 

Pa,al 3 

KKPD terdiri ataa: 
a. Kartu Kredit untuk kcpcrluan bclanja barang dan jasa aerta bclanja 

modal; dan 
b. Kartu Kredit untuk kepcrluan bclanja pcrjalanan dinas. 1 



Pa,al4 

(1) Panegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya 

setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk 

pertarna kali. 

(2) Alctivasi KKPD sebagaimana dimabud pada ayat (l) dilakukan oleh 
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui ot1U 

center/layanan pesan singkat/sarana lainnya. 

(31 Request/aktivasi PlN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPO atau 

masing- masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan 

singkat/sarana \ainnya. 

Paw 5 

(I) Setelah aktivasi kartu dan PIN 11elesai dilakukan, status KKPD secara 
otomatis aktif dan siap digunakan. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan 

untuk pcmbayaran belanja barang dan jasa eerta bdanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pa.sa.l 3 ayat (11, 

Pasal 6 

(IJ Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan 

yang terdapat pada bagian belakang KKPD. 
(21 Pemegang KKPD wajib meTahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verifa:ution 

Value dan masa. berlaku KKPD. 

(3) Pemegang KKPD alctif memeriksa kondisi dan rincian transabi KKPD 

untuk memastikan tidak terdapat tranaaksi yang salah/tidak diakui 

eecara perioclik. 
(41 Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, Pemegang KKPD dilarang 

memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepeda 

siapapun. 

(5) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD 

mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalrun 

negeri. 
(6) Oalam ha! KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, 

Pemegang KKPD dapat mengajukan pennohonan penonaktilkan kepada 

Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman. I 



Pasal 7 

Setiap Pemegang KKPO YaJll mclangpr kctentuan scbagaimana dimakaud 
dalam Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi berupa pcnonaktifan sebagai Pemc:gang 

KKPO. 

BAB Ill 
PENYELENOGARAAN KKPD 

Bagian Kc:satu 
Pengelola Kartu Krcdit Pcmcrintah Daerah 

Pasa18 

(11 Pcngclola KKPD tcrdiri at.as: 

a. PPKD; 
b. Kuasa BUD; 

c. PA; 
d. KPA; 
e. PPTK; 
f. PPK-SKPD/Pcjabat Pcnatausah.aan Kcuangan Unit SKPD; 

g. BP/ BPP; dan 
h. Adminbtrator KKPD 

(2) Tugas dan wewenang pengclola KKPD sebagaimana <bmaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Kedua 
Uang Persediaan Kartu Kredil Pemcrintah Oacrah 

Parag,afl 
Penentuan Ploporsi Uang Pcrsediaan 

Pasal 9 

(1) UP tc:rdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. 

(2) UP KKPD sebageimana dimaksud pada ayat (I) mcrupakan begian 

dari UP yang ctikelola BP dan BPP atas pelirnpahan dari BP. 

(3) Proporai UP sebe.gaim.ana dimakaud pada ayat (\) meliputi: 

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh perscn) dari besaran UP 

masing-masing SKPD; dan 
b. UP KKPD sebesar 40% (cmpat puluh persen) dari besaran UP 

masing-masing SKPD. 

(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditctapkan dcngan ' 
Keputusan Bupati. 



""81 10 

(1) Proporsi UP KKPD sebe.gaimana dunaksud da.lam Pasal 10 ayat (3) hurufb 

dapat dilakukan perubahan se:,uai dengan kebutuhan penggunaan UP 

KKPD pada SKPD. 

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sehegaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa kenaikan at.au penurunan proporsi UP KKPD. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan lebih 

dari 70% {tujuh puluh persen). 

(41 Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehka.n 

kurang dari 30% (tiga puluh persen). 

(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebegaimana d,maksud 

pada a.yat (1) kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD. 

(6) Pengajuan perubahan proporsi UP KKPD sebagrumana dimaksud pada 

ayat (5) dilakukan 1 (setu) kali dalam Tahun Angga.ran bcrjalan; 

(71 pPKO selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan 

proporsi UP KKPD kepada Bupati. 

(8) Berdasarkan pertimbangan i,chegaimana dimaksud pad.a ayat (7), Bupati 

memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD. 

Pa,al 11 

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebegairnana dimaksud 

dalarn Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah 

di9etUjui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalarn Pa8Ql 15 ayat (5). 

Pa,al 12 

Pertimbangan kenaikan atau penurunan eebegaimana dimaksud dalain 

Pasal 11 ayat (7) didasarkan atas: 
a. kebutuhan pengeluanm riil SKPD; 
b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; 
c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kana.1 pembayaran 

seca.ra e\ektronik; atau 
d. kebutuhan lainnya dalam rangka erektifitas penggunaan UP KKPD. 

Paragraf2 
Permintaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemenntah Daerah 

Pase! 13 

(l) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. 

(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada , 



ayat (1) dalarn surat pemyataan UP dan diajukan pada saat 

penyampe.ian SPM UP 1\mai kepada Kuaaa BUD. 

Pasal 14 

(I) Dalarn hal terdapal perubahan besaran UP KKPD scbagaimana dtmaksud 

dalam Pasal 10 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD sebegeimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM UP, 
PA mengajukan sunat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada 

PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD. 
(2) Surat pennohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPO 

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan melampirkan: 

a. surat pemyataan UP dari PA; dan 
b. keputusan Bupati mengenai perubahan beaaran UP atau proporsi 

UP KKPD. 

Pasal 15 
(1) Berdasarkan surat pemyataan dan keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kuasa BUD melakukan penelitian 

besaran UP KKPD. 
(2) Dalam hal besaran/proporai UP KKPD tclah memenuhi ketentuan 

sebegaimana dimaksud dal.arn Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (5), 

PPKD selaku BUD menerbitkan surat persetujuan besaran UP KKP0 

SKPD. 

(3) Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbilkan paling Jambal l 

(satu) hari kerja setelah SPM UP dan/atau pennohonan perubahan 

besaran UP KKPD SKPD diterima o\ch Kuaaa BUD. 

(4) Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/atau 

pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku UD 
melaJui Kuasa BUD harus melampirkan dafl:a.r rincian yang menyatakan 

jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh maeing-mo.sing BPP. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

Pa,-ag,of l 
Penatausahaan Bukti 

Pasal 16 

(I) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen belanja yang 

menggunakan KKPD berupa: 
a. tagihan (e-billingl/daftar tagihan scmentara; 



b. surat rugas/undangan rapat/surat perjalanan dinas/perjanjian/ 

kontrak; clan 

c. bukti pengol.uaran. 

(21 Daftar Tagihan Semcntara sebagaimana dimaksud pada ayat (II 

dihasilkan dari si1Jtcm perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat mformaai 

nama pcmegang KKPO; 
a. nomor KKPD (ao::ount num.betj; 

b. tanggal oetak daftar tagihan sementara: 
e. tanggal tranaaksi (transaction datel; 
d. langgai pcmbukuan (posting datej; 
c. keterangan {description); 
r. nilai t:ranaaksi (amounts); dan 

g. sub lOtal tagihan. 

(3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 

meliputi bukti pcmbelian/pembayanm sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Berda.sarkan dokumen sebagaimana 
selaku pclaksana pengguna KKPD 
riil bclanja menggunakan KKPO. _, 

Penagihan clan Pcnyelesa.ian Tagihan 

Pa!Jlll 17 

( 1) PPI'K !Jeiaku pelak:sana kuasa pengguna KKPO menymnpaikan daftar 

pengcluaran rill bclanja mcnggun.akan KKPD dilampiri dokumcn bclanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pua! 17 ayat (1) kcpada PA/KPA mclalui 

PPK SKPO/PPK-unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setclah tagihan 

(e-billing!/Daftar Tagihan Scmcntara ditcrima dari Bank Pencrbit KKPD. 

(21 Bcrdasarkan daftar pcngeluaran rii1 bclanja menggunakan KKPD 
bescrta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (II, PPK-SKPD/PPK­ 

unit SKPD mclakukan verifikasi tcrhadap: 
a. kebcnaran data pihak yang berhak mcncrima pcmbayaran atas 

bcban APBD; 
b. kcbcnaran materiil dan perhirungan bukti pengcluaran; 
c. kcbcnaran pcrhitwlgan tagihan (e-billingj/daftar tagihan scmentam 

tennasuk mcmpcrhitungkan kcwajiban pencrima pcmbayaran 

kcpada Pemerintah Oaerah; 

dunak.sud pada ayat (1), PPTK 

membuat daftar pcngdueran 

d. kesetJuaian pcmitungan antara bukti pengcluaran dengan 



(e-billing)/daftar tagihan scmcntara; 
c. kesesuaian jenie belanja yang dapat dibayarkan dcngan KKPD; dan 

r. kcscsuaian spesifikasi tcknis dan volume barang/jasa dalam 

pcrjanjian/kontrak, dokumcn scrah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang discrahkan olch penyedia barang/jasa. 

(3) Bcrdasarkan basil verifika.ai, PPK-SKPD/PPK unit SK.PD menyiapkan NPD 
KKPD dcngan dilampiri DPT KKPD serta bukti pengeluaran untuk 

sclanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatllilpl\i clan 

disahkan. 

(4) NPD KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (31 paling sedildt memuat: 

a. tanggal dan nomor NPD KKPD; 
b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan; 
c. nomor rckening Bank Pcncrbit KKPD; 
d. peruntukkan pembayaran; 
e. dasar pembayaran; 
r. pembebanan anggaran; dan 

g. tanggal sctuju/lunas bayar scrta penandatangan NPD KKPD. 
(5) PA/KPA mengcsahkan scbagian/ecluruhnya bukti pengcluaran dan DPT 

KKPD sebagaimana dimalu1ud pada ayat (3) dan menandatang.ani NPD 

KKPO. 
Pasal 18 

(11 Dalam hat terdape.t bukti pengeluaran yang tidak memcnuhi kctentuan, 

PPK-SKPD/PPK unit SKPD mcnolak bukti pengeluaran dimaksud dan 

disampaikan kcpada PPTK sclaku pelaksana kuasa pengguna KKPD 

melalui aural pemberitahuan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

sctelah daf\ar pengcluaran riil belanja menggunakan KKPD diterima. 

(2) PPI1( selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki dan 

melengkapi bukti pengeluaran rill belanja menggunakan KKPD clan 

menyampaikan kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK unit 
SKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

Paaal 19 

PA/KPA mcnyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti 

pengcluaran belanja yang telah disahkan scbagaimana dimakaud dalam 
Pasal 17 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat I (satuJ hari kerja sctelah 
diterbitkan dan dila.mpiri dcngan dokumcn yang lcngkap dan sah. I 



Parag,ru3 
Pengujian Nota Pencairan Dana 

Pasa.120 

(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti 

pengclue.ran belanja yang tclah disahkan sebegaimana dunakaud 

dalam Pasal 20, BP/BPP melakukan: 
a. pengujian atas NPD KKPD dan OPT KKPD; 
b. pengujian kctelllediaan dana UP K.KPD; dan 

c. penyusunan daftar pungutan/potongan pe,jak/bukan pajak atas 

tagihan dalarn NPD KKPD. 

(2) Pengujian at.as NPD KKPO dan OPT KKPD sebagaimana dirnaksud pada. 

ayat (I) hurura, meliputi: 
a. penelitian kelengke.pan perintah pembe.yaran yang ditcrbitkan 

oleh PA/KPA; 
b. pemeriksa.an kebcnaran atas hak tagih, meliputi: 

I. pihak yang ditunjuk untuk mcnerima pembayaran; 
2. nilai tagihan yang harua dibayar; 

3. jadwaJ waktu pembayaran; dan 
4. ketersediaan dana yang ben,angkutan. 

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian kcluaran anl.ara 3pcsifikasi teknis 

yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis 

yang diacbutkan da1arn dokumen perjanjian/kontrak; dan 
d. pemeriksaan dan pengujian kctepatan penggunaan kode rekening 

anggaran atas pengeluaran. 

'--' (3) Oalam hal pengujian NPD KKPD clan OYI' KKPD telah memenuhi 

persyaratan, BPP menyampaikan NPO KKPD dan DPT KKPD yang 
diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan pennintaan penggantian 

UP KKPD kepada PA. 

(41 Berdasarkan hasil verifikaei NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan 
PA aebagaiman8. dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD 

yang diterbitkan oleh KPA sebagaimana dllnaksud pada ayat (3), BP 

mengaJukan pemtintaan penggantian UP KKPD kepada PA. 

(5) Pengajuan pennintaan pen.ggantian UP KKPD sebapimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja aejak NPO KKPD 

dan OPT KKPD diterima. 

(61 Dal.am hal berdeeerkan pengujian, NPO KKPD dan DPI' KKPD tidak 
memenuhi persyamtan untuk dibayarkan, BP/BPP menolak NPD KKPD 
dan DPT KKPO yang diajukan dan mengcmbalikan kepe.da PPTK paling 

Lam.bat 2 (dua) hari kerja aejak NPD KKPD dan DPT KKPO diterima. t 



Parag,-af 4 
Mckanismc Penerbitan Surat Pennintaan Pembayaran Oanti Uang, Surat 

Perintah Membayar Ganti Uang dan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti 
Uang Kartu Kredit Pcmerintah Daerah 

Pa,aJ 21 

Pcrmintaan penggantian UP KKPD acbagaimana dimaksud dalam Pua.I. 
39 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA 

mclalui PPK-SKPD yang dilampiri NPD KKPD clan OPI' KKPD serta. 

dokumen pendukung acsuai dcngan kctentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

PaM1 22 

{I) PPK-SKPO melakukan vcrifikaai dokumen SPP-OU KKPD yang 

disamprukan BP i,esuai dengan ketcntuan pcraturan perundang­ 

undangan. 

(21 Berdasarkan hasil verifikasi acbagaimanlil dimaksud pada ayat (1) 

dokumen SPP-GU KKPO dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD 

menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draft Surat Peryataan 

Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Pcryataan Vcrifikasi PPK­ 

SKPD, dan diaampaikan kcpe.d& PA untuk ditandatangani. 

(3) Oalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11 dokumen SPP-GU KKPD d.inyatakan bclum Jengkap, PPK­ 

SKPD mengembalikan kepada BP untuk dilcngkapi paling lambat 

(1) hari kerja actelah dokumen SPP-OU KKPD diterima. 

Pasal 23 

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan mcnyampaikan kepe.da Kuasa 

BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari 

kerja stjak dokumeo SPP·GU KKPD diterima secara lengkap. 

(2) SPM GU KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (II, dilampin: 
a. surat peryataan tanggungjawab mutlak PA; dan 
b. aurat peryeteen verifikasi PPK·SKPD. 

Pa,aJ 24 

(I) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang· undangan. 

(21 Berdasarkan hasil verifikasi &ebagaimana dimak1ud pada ayat ( 11 
dokumen SPM GU KKPD dinyatakan Jengkap, Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D GU KKPD paling Jambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM GU i KKPD diterima secara Jengkap. 



(3) Dalam hat berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dokumcn SPM OU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

mengcmbelikan dokwncn SPM GU KKPD kcpada PA paling lambat 1 

(satu) hari kerja sejak diterima dokumcn SPM GU KKPD. 

Pa<.,..rs 
Pcmbayaran Tagihan Kartu Kredit Pcmerintah Daerah 

Paisal 25 

(1) BP mclakukan pcmbayaran tagihan KKPD mclalui pcndcbitan 

rekening BP kc rckening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari 

kerja setclah pencairan dana SP2D ditcrima/masuk kc rekening BP. 

(2) Dalam hal peda SKPD tcrdapat BPP, pendcbitan rekening BP kc rekening 

BPP dilakukan BP paling lambat I (satu) hari kcrja sctclah pencairan 

dana SP2D·UP KKP0 ditcrima/masuk kc rekcning BP. 

(3) BPP mclakukan pembayaran tagihan KKPD mclalui pcndebitan rekcning 

BPP kc rekening Bank Pcnerbit KKPD paling lambat l (satu) hari kerja 

setclah pencairan dana SP20 ditcrima/masuk kc rekcning BPP. 

(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus 

dibe.yar sebagaimana tcrcantum dalam DPT KKPD. 
(SJ Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan: 

a. layanan pcrbankan secara clcktronik; dan 

b. eek/bilyct giro. 

(6) La.yanan Perbankan Secara Elektronik seba.gaimana dimaksud pad.a 

ayat (51 huruf a berupa: 

a. internet banking; atau 

b. kartu debit. 

(7) Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan 

Le.yanan Pcrbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP 

11ebagaimana dunakeud pada ayat (11 dan ayat (2) dibebankan pada OPA 

SKPD berkenaan. 

J>a,aJ 26 

(11 Da1am ha! terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh SKPD 

paling singlcat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, 

Bank Penerbit 

(2) KKPD menyampaikan laporan twtggaka.n lagihan KKPD kepe.da SKPD 

yang benwngkutan dan ditembuskan kc PPKO selaku BUD. 

(3) Bcrdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimalu;ud pada t 



ayat (1), PPKO sclaku BUD mclakukan koordinasi dcngan SKPD tcrk.ait. 
(4) Koordinasi scbagaimana dim.aksud pada ayat 12) dilakukan 

untuk mcngklariflkui, mcnghunbau dan mcndorong SKPO mclakukan 
pcrcepatan pcnyclesaian tagilian KKPD yang bclum dibayarkan. 

(5) SKPO harus menycleaailwn ta,jhan KKP0 scbagaimana dimiliud pada 
ayat (3) paling lambat l (satu) bulan scjak koordinasi dilakukan 
dcngan PPKD sclaku BUD. 

Pasal 27 
fl) Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Pcncrbit KKPD yang 

meleblhi tagihan/haknya merupakan kctcrlanjuran pcmbayaran. 
f2J Kctcrlanjlll'llll pcmbayaran harua disctorkan kcmbali olch Bank 

Pcnerbit KKPD kc rekening BP/BPP untuk pcnyetoran kembali. 
{3) Penyctoran kembali scbagaimana dimakBud pada ayat (2) dimmtakan 

oleh Administrator KKPD kcpada Bank Pencrbit KKPD mclalui surat 

elektronik dan/atau sare.na tcrccpat lainnya actclah mcndapat 
pcrsctujuan dari PA/KPA. 

(4) Untuk pcrmintaan pcnyetoran kcmbali scbagaimana dimakaud pada ayat 
(31, Administrator KKPD harus menginfonnasikan: 
a. nilai kctcrlanjuran pcmbayaran; 
b. nomor dan nama KKPD; 
c. bukti pcmbayaran/pcmindahbukuan yang sah; dan 

d. nomor rckening BP/BPP untuk pcnyetoran kcmbali atas 

kelebihan pcmbayaran tagihan dari Bank Pcnerbit KKPD. 

(5) Dalam hal informasi pcrmintaan penyetoran kembe.li scbagaimsna 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tclah terpcnuhi, Bank Pcncrbit 

KKPD mclakukan pcnyctoran kcmbe.li kc rekcning BP/BPP dan/atau 

rekening yang ditunjuk paling lambat 5 (lime) hari kerja sctclah 

pcngajuan pcrmintaan pcnyetoran kembali oleh Administrator KKPD. 

(6) Dal.am hal infonnasi pcnnintaan pcnyetoran kcmbe.li tidak: terpcnuhi, 
Bank Penerbit KKPO mcmbcritahukan kepada Administrator 

KKPD untuk mcmpcrbaiki pcrmintaan pcnyetoran kembali 
aebaga.imana dima.ksud pad.a ayat (3) dan informasi scbogaimana 
dimaksud pada ayat {4). 

Paaal 28 

Pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD pada akhir tahun anggaran t 
ditctapkan olch Bupati. I 



'· 

BABIV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 29 
(1) SKPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi alas pelak .... naan 

pembayaran bclanja daerah menggunaka.n KKPD sccara bcrjenjang dan 
bttkala. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
untuk mem.astikan pelakaanaan pembayaran menggunakan KKPO sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
KETENTIJAN PENU1UP 

Pa,aJ 30 

Peraturan Bupe.ti ini mulai berlaku pe.da tangga] diundang}can. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupa.ti ini dengan penempe.tannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal � �'W 'lll,t!, 
BUPATI PINRANO, 

� 
lRWAN HAMID 

Diundaogkan di Pinrang 

ARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

C KERRANG 
BER11\- OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN NOMOR 

' 
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